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PUTUSAN 

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Bsk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Balai Tangah, 20 Oktober 1991, 

agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata 

I, tempat kediaman di TANAH DATAR ; 

                            sebagai  Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Desember 1988, agama 

Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas, tempat kediaman di TANAH DATAR ; 

                           sebagai  Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di 

muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2022 

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 

74/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 04 Februari 2022,  dengan dalil-dalil pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, 

menikah di rumah orang tua Penggugat TANAH DATAR, pada tanggal 10 

Januari 2018 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 

XXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA TANAH DATAR, pada tanggal 10 

Januari 2018;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah 

tangga dirumah kontrakan di JAKARTA, selama lebih kurang 1 tahun, dan 

terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di TANAH DATAR, sampai 

berpisah;   

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

masing-masing bernama:    

3.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Desember 2018;   

3.2. ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 28 Juli 2020;   

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan  Tergugat rukun dan 

harmonis, namun pada bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan oleh:    

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan 

rumah tangga bersama sebab Tergugat malas bekerja, dan Tergugat 

lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan bersama;   

4.2. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang 

identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan 

Tergugat dengan perempuan tersebut sudah sering menelfon secara 

sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahaun Penggugat;   

4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat ketika terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;   

5. Bahwa Puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

terjadi pada hari Selasa tanggal November 2021 yang disebabkan karena 

Tergugat masih sering berselingkuh dengan perempuan lain yang 

identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan 

Tergugat dengan perempuan tersebut sudah sering menelfon secara 

sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahaun Penggugat, akibat kejadian 

tersebut akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman 

bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang dialamatkan sesuai 

dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat 

itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 

kurang 2 bulan lamanya;   
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6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;   

7. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat 

Keterangan Tidak Mampu Nomor: 421/3/SKTM/B-2022, yang dikeluarkan 

oleh Wali Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar pada 

tanggal 04 Januari 2022, maka oleh sebab itu Penggugat mohon untuk 

berperkara secara Cuma-Cuma;   

8. Bahwa berdasarkan surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara 

Penggugat tanggal 10 Januari 2022 dan Surat Pertimbangan Sekretaris No: 

W3-A3/289/HK.05/1/2022 tertanggal 10 Januari 2022 dan Penetapan 

Layanan Pembebasan Biaya Perkara No: W3-A3/290/HK.05/1/2022 

tertanggal 10 Januari 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar 

kelas IB dan Surat Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB No: No: W3-A3/291/HK.05/1/2022 

tertanggal 10 Januari 2022 menetapkan biaya perkara atas nama 

penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA pengadilan agama 

batusangkar kelas IB, ditetapkan pada tanggal 17 November 2021;   

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera 

tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat 

tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab 

itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar 

cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primair: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);   

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;   

Subsidair: 

     ApabilaMajelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya 

(ex aequo et bono);   

Disclaimer
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 

(relaas) Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Bsk yang dibacakan di persidangan, 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang 

sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk 

bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan Ketua 

Pengadilan Agama Batusangkar Nomor W3-A3/291/HK.05/1/2022, tanggal  10 

Januari 2022 yang isi pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk 

berperkara secara bebas biaya (Prodeo); 

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud 

dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 

A. Bukti Surat  

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh 

PPN/KUA TANAH DATAR, pada tanggal 10 Januari 2018 yang telah 

dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata 

cocok dan diparaf serta diberi bukti P; 

B. Bukti Saksi 

1. SAKSI I, saksi adalah teman dekat Penggugat, telah memberikan  

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  

adalah teman dekat  Penggugat; 

Disclaimer
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri  yang menikah 

pada bulan Januari 2018 di TANAH DATAR; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah 

tangga di Jakarta selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua 

Penggugat di  TANAH DATAR, sampai berpisah; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak;     

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun 

dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019  yang lalu tidak rukun 

dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi 

kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat berselingkuh dan sering 

berkata kasar; 

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) bulan 

lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman 

bersama; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil;   

2. SAKSI II, saksi adalah teman dekat Penggugat, telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 

sekitar 4 tahun yang lalu di TANAH DATAR; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah 

tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di di  TANAH DATAR, 

sampai berpisah; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak;     

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun 

dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 yang lalu tidak rukun 

dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; 
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- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena  

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah 

tangga bersama, sering berselingkuh dan sering berkata kasar; 

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 bulan 

lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman 

bersama; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil; 

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak 

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya 

mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal 

yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu 

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak 

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir 

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata 

ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum 

(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan 

Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Disclaimer
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Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah 

berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan 

rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan 

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat 

tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat 

hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus (bercerai), 

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-

pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan 

mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam 

perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan 

alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun 

dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat 

dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di 

persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal 

Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak 

keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui 

dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, 

namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang 

dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen); 

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat 

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi: 

 لَهُ حَق لَْ ظَالمِ ْ فهَُوَْ يُجِب وَلمَْ  ال مُس لمِِي نَْ حُكامَِْ مِنْ  حَاكِمِْ الِىَ دعُِىَْ مَنْ 
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Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, 

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan 

gugurlah haknya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka 

Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah 

termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 19 huruf  f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf  f  Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan 

alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan 

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai 

berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan 

pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk 

rukun kembali. (3). Pengadilan sudah menasehati Penggugat, namun tidak 

berhasil.  

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang 

perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan 

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai 

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 

4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan 

Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat 

diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil 

posita dan petitum gugatannya; 

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah 

syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya 

diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:  

از غـيبــة أو توار أو بتعـزز تعـزز فان  بالبينــة اثبـاتـه جـ
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Artinya :  Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak 

diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti. 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat 

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana 

dalam duduk perkaranya di atas; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat 

tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu 

akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup 

sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1)  huruf (b), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi 

persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil 

dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang 

menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;   

Menimbang, bahwa bukti P  merupakan akta otentik yang berdaya bukti 

sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah 

dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 10 Januari 2018 yang 

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah 

Datar, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 

hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini 

(persona standi in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk 

mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;   

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan 

Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, 

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis 

perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan 

atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut; 

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang 

saksi yang berasal dari teman dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian 
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Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai 

saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg  jo. Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan 

di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan 

demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan; 

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi 

Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang 

saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi -

saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian 

dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan 

untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., 

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 

2018 yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

- -  Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan 

damai, kemudian sejak 1 tahun setelah menikah tidak rukun dan tidak 

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah 

tangga bersama, Tergugat berselingkuh dan sering berkata kasar 

-  Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan   Tergugat 

telah berpisah selama 2 bulan; 

leguMenimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi 

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan 

dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai 

berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 

2018 yang lalu dan sudah dikaruniai 2 orang anak; 

- -  Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan 

damai, kemudian sejak 1 tahun setelah menikah tidak rukun dan tidak 

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 
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Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah 

tangga bersama, sering berselingkuh dan sering berkata kasar; 

-  Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan   Tergugat 

telah berpisah selama 2 bulan lebih; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan 

hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat 

bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf  f Kompilasi Hukum Islam 

tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu  

saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut 

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk 

dipertahankan lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat  sudah tidak terujud lagi tujuan 

perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun  1974  dan  Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 

1991 serta  Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang 

berbunyi: 

لقومْ لياتْ ذلكْ فيْ ْ انْ ورحمةْ مودةْ بينكمْ جعلْ وْ اليهاْ لتسكنواْ ازواجاْ انفسكمْ منْ لكمْ خلقْ انْ اياتهْ ومنْ

 يتفكرون.ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. 

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis 

berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak 

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa 

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat; 
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Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah 

dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai 

pendapat Majelis sebagai berikut: 

  طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذ

Artinya:   Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah 

sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak 

suaminya dengan talak satu. 

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada 

hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini 

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak 

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan 

pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang 

dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk 

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan 

Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian 

alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi 

maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf  f  Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis 

berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) 

dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 

(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah 

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 
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119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap 

Penggugat adalah talak satu ba’in sughra; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama 

Batusangkar Nomor W3-A3/289/HK.05/1/2022. tanggal  10 Januari 2022, 

Penggugat diizinkan untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan Pasal  

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya 

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA 

Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2022; 

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syara yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I  

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

 menghadap ke persidangan, tidak hadir;   

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)  terhadap 

Penggugat  (PENGGUGAT); 

4.  Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui 

DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2022; 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Asril  

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Yulfida, S.H. 

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat;  

Hakim Anggota, 

 

Ttd. 

 

Dra. Hj. Firdawati 

Ketua Majelis, 

 

Ttd. 

 

Drs. Asril 
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Hakim Anggota, 

Ttd. 

 

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I 

 

 Panitera Pengganti, 

Ttd. 

 

Yulfida, S.H. 
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